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TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

TNGKAi PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2O2O

GUBERNUR NUSA TEI|GGARA TIMUR'

Menimbang: a. bahwa sesuai Surat M,enteri Dalam Negeri Nomor:

zoo'iiszl$J--tanggal 26 September 2018-' tentang

pt"ltriot'xelomi6k Kerja (Pokja) Demokrasi di'Daerah'

c'f;ilil- 
-*ttti"iiu"tt- 

membentuk Kelompok Kerja

p"tJ"*l"tJ*--tnaets Demokrasi Indonesia di Provinsi

Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pti"-tt"-f a' perlu menetapkan KepyqTn 
'Gubernurtt"tlte?"lt*poi xt4" Pengembangan lndeks Demokrasi

It'aot"""i" fingkat Provinsi ilusa Tenggara Timur Tahun

2020:'

Mengingat:

Menetapkan:

I(TSATU

I(EDUA

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

p.rrrU.itott"tt Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

i;;;; Barat dan Nusa Tenggara Timur {Lembaran

ia;; Republik i"dott""ia Tahun 1958 Nomor 115'

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

164e );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran N9gara Reprrblik

indonesia Tahun 2014 Nomor 244' Tambahan kmbaran
fl"g"t" Republik Indonesia Nomor 5587) seba-gaimana

tetifr aluUafr beberapa kali teralhir dengan Undang-

Uttauttg Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua

Atas lindang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintah Daerah (iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomoi 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSI(AI{:

: Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia

Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O20'

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas dan bertanggungiawab terhadap
pengimbangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur'

: Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini. 4/

KETIGA



KEEMPAT :

KELIMA

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungiawab kepada
Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan
fesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2O20.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9' 4n*i 2O2O

.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR42

\ rr. rE s FoLo IrAII{q
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 I 014

Tembusan :

l. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagar laporanl;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Po\ia masing-masing di Ternpat.



LIIMPIRAN : XEPUTUSAN GUBERITUR NUSA TENGGARA TIMUR
NoMOR ; I /KEp/HKl2o2o
TANGG]AL: I >1r,r-; 2O2O

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2O2O

NO NA.II[A/JABATAN
KEDUDUITAN

DALIIM
FOIG'A

RINCIAN TUGAS

1 Gubernur Nusa Tengqara Timur Peng4lah Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan
Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur Pengarah tugas Pokfa.
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ketua Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi

Pokja.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan
mengoordinir tugas dan fungsi Pokia.

q Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI
Provinsi NTT;

b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh
Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi

6 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Anggota

Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota NTr);
c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai

masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat
Provinsi NTT;

d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat,
seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI;

e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan
Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan

f. menyelesaikan l,aporan Hasil Rapat Triwulein, Laporan
Hasil Seminar dan .Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran
2020.

8 Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tengara
Timur

Anggota

9 DR. Jhon T[ba Helan, SH., MH (Akademisi
Undana Kupang)

Anggota

10 Drs. Yusuf Kuahaty, SU (Akademisi Fisipol
Undana Kupang)

Anggota

11 DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas
Muhammadyah Kupang)

Anggota

I2 DR. Maria Theresia Geme, SH.,MH (Akademisi
UNIKA Widya Mandira Kupang)

Anggota

I



l{o NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN

I'ALI\M
POIG'A

RINCIAN TUGAS

13 Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur Anggota a. rnemberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI 
I

Provinsi NTT; 
I

b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh 
I

Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi 
INTT' I

c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai 
I

masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat 
I

Provinsi NTT; 
I

d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat' 
I

seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; 
I

e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan 
I

Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan 
I

f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan 
I

Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 
J

2020.

t4 Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang Anggota
Sekretaris Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa TengEara Timur

Anggota

16 Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Anggota

1'7 Kepala Bidang Sosial pada Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota

18 Pemimpin Redaksi Vidory /Veurs Nusa Tenggara
Timur

Anggota

19 Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupans Anggota
20 Wakil Direktur Harian Timor Expres Anggota
2L Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan

Publik dan Pendidikan Politik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa
Tengsara Timur

Anggota

22 Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik
dan Fasilitasi Pemilu pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota

Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial pada
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Anggota

Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan
Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota

25 Kepala Sub Bagian Program dan Data pada
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Anggota

26 Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan
Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Nusa
Tenggara Timur

Anggota

v



KEDUDUKAN
DAL/TM
POIG'A

Seksi Pengembangan Berita RRI K a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDi
Provinsi NTTi

b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh
Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BpS provinsi
NTr);

c. melakrrkan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai
masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat
Provinsi NTT;

d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat,
seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil iDI;

e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan pokja dan
Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan

f. menyelesaikan laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan
Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran
2020.

Kasubag PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Nusa T,
Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Staf pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa

Nikson Otemusu, SH/ Staf pada Badan Kesatuan
dan Politik Provinsi Nusa Tenqsara Timur

Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Qa.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR- SEKREI\RrS D:ER v

INA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1014

NO NAMA/JABATAN RINCIAN TUGAS

27 Anggota
2A Anggota

29
Anggota

30 Anggota

Anggota



" 'i=
Asal Surat

Tanggal
Fengajuan

Perihai

KEPALA

I{UKUM

il Asisl-ert i

il Asisten II

Asisten III

SEKRETARIS

DAERAH

WAKIL

GUBERNUR

LEMAAN $OI{?ROL PROSES I{OREITSI DAII
PEITAISDATAITGAITAN SUNAT XSLIIAR

; Biro Hukum Setda Previnsi NT'l

t 0J b,wwq,i VO1-o

Diserahkan kembali

Tanggal/Jam :

Dikembalikan

Tanggal/Jam

untuk diperbaiki

Diserahkan kembali

Tanggal/Jam :

I

I

I

I

I

--l
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\+,O\-+ P-r. tv'i ( o,,lnuo. 242-r)

llii/'aBIRO i Diteruskan kepada I : Asisten (/ U7 ttt

Pengelola/Paraf

Dilei'iura Tglljarri
Diteruskan kepada

SZsekretaris Daerah

Diteruskan Tgl/Jam

Pengelola/Paraf

Diterima Tgl./Jam

Diteruskan kepada

E Gubernur

n Wakil Gubernur

Diteruskan Tgiljarn
Pengelola/Paraf

Diterima TgI/Jam

Diteruskan kepada

E Gubernur

Diteruskan Tgl/Jam

Pengelola/Paraf

Diterima Tgl/Jam

Pengelola/Paraf
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j Dikernbaiikan
t;,*
I tanwatf Jam

urrluk diperbaiki

Dikembalikan

lTanggallJam
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CiUBERNUR
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I

I Diserahkan kembali
1

I

!TanggallJam

i
t.t.
Ij:

i Dikembalikan
I

jTanggal/Jam
untuk diperbaiki
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